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BUPATI MANGGARAI

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAG
NOMOR : HK/ 263 /2009

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERT AM &

Menimbang

Mengingat

1. Undang — Undang Nomor 69 Tahun 1928 tentang Permberram

2. Undang-Undang Nomor 8

DI KABUPATEN MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI

a2 bahwa dalam rangka pemerataan pelavanan pencCiciaar

Kabupaten Manggarai. maka perlu penambanarn omress
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama:

Per!ama di I'{ahupatm 'ﬂanﬂ garai.

Dacrah — daerah Tingkat II dalam Wilayan Daerzr—taeab
Tingkat I Bali. Nusa Tenggara Barat dan Musz Tengzarz Tamer
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1538 Nomer 2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor 1527

1 ahumn s .
A g . — . T

Penvelenggaraan Negara vang Bersih dan Benas
Kolusi dan Hﬂpcrli:;me (Lembaran ""'-;2'__::1."':: Ri'_:'_'."". L Inomesa

Nomor 3851):

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun .'If’l” tentang  Kouenear
Negara (l.embaran Negara Republik Ind 2 LT;,— .
Nomor 47. Tambahan l.cmbaran "‘»..h_h_;-, : ;7.;% e N — i

Nomor 4286):

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tamtams S

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Renublic Irdomes

Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan [ embaran Nooar
Indoensia Nomor 4301): |

.'h-....l.l. T
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (l.embaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan | embaran Negara Republik Indocensia
Nomor 4437) schagaimana telah diubah beberapa kah terakhir
dengan Undang l'ndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah  Dacrah  (L.embaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 39. Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indoncsia Nomor 4844 ).

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah
(1.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44.38).

7. Undang - Undarg Nomor 10 Tahun 2004 lentang

Pembentukan Peraturan Perundang  undangan ( lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53.Tambahan
.embaran negara Republik Indonesia Nomor 4389 ).

€  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tabhun 1990 tentang
Pendidikan Dasar:

9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 ‘Tahun 1990  tentang
Pendidikan Menengah:

(0. Peraturan Pemerintah Nomor [06 [ahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam
Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan:

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor i Tahun 1994
tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar:

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor
036/1/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan

Dasar:

13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sckolah:

Memperhatikan 1.  Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
066/1/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah:

7. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah  Menengah
Pertama Nomor : 2011A/CI/KP/2009 tanggal 28 Mcr 2009
tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjaw ab
Pembangunan Unit Sekolah Baru ( LOAN ) Tahap I lr
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MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan Sckolah Menengah Pertama
dengan nama sckolah dan alamat sebagaimana tercantum pada
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini:

KEDUA : Lembaga Pendidikan Sckolah Menengah  Pertama yvang
ditetapkan dalam Keputusan i merupakan Sckolah Menengah
Pertama atas dasar verifikasi dan scleksy yang dilakukan olch
Tim Dircktorat Pembinaan  Sckolah Menengah  Pertama
terhadap usulan awal yang diajukan olch Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehagai akibat ditetaprannya
Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Satker Dircktorat
Pembinaan SMP, Ditjien Manajemen Dikdasmen. Depdiknas
Nomor :© 0109.1/023-03.1/-/2009 tanggal 3] Desember 2008,
revisi tanggal 16 Maret 2009

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku scjak tanggal 28 Agustus 2009
vang dikeluarkan pada tanjeal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terbvata terdapat kekeliriuan dalam
Keputusan ini, maka akan ditigjau kem bali.

~~ . Ditetapkan di Ruteng
.~ [Padatdnggal 1 Nesember 2009

{(:H RISTIAN ROTOK
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Lampiran: KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAL

NOMOR » HK/ 263 /7 2009
TANGGAL T DESEMBER 2009

DAFTAR NAMA SERKOLAH MENENGAH PERTAMA (5MP)

‘. No \ 'h:n'lmw 1 I:":j"‘mim Alaman . Nomor SK Dirjen | IO
| dan Nama Sckolah | | .
| | | o
l. | SMPN 7 Cibal - Desa Wuadi, Kee. Cibal 0T TACIKP2009 1201 24 1] 15 022
y | SMPN 6 Cibal Desa Lenda Kee. Cibal 01 IA/CITKP 2000 | 2001 24 11 15 020

B

'}

. —_— T " I SEEE——
1 | SMPN 5 Ruteng ' Desa Gelong Kee. Lelak | 201 1TA/C3/KP2009 | 201 2 TT TRUEL
(3

/

—

SMPN 4 Ruteng | Desa Pong Lengor Kee, | 200TA/CHKP2000 | 201 24 T1 19 L4
| Rahong Utara

i | ~ = 5
SMPN 7 Satar Mese | Desa Hilihintir Kee. Satar | 201 TA/C3/KP/2009 1 201 24 11 17 ()39

Mese Barat | \
SMPN 6 Satar Mese ' Desa Nao Kec. Satar 201 I.ﬂ"u'{'f%.-"l-ili’.’ﬁl[]ll%:fl 2012411 17 038
- Mese Barat | |

i m I'I_.. .II
TBUPATIMANGGARA %
e 11 \

“ [ CHRISTIAN ROTOK
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